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ABSTRACT 
Indonesia is a country that is the largest in Southeast Asia , therefore, to maintain 
the defense of the country required a strong and professional institutions. But in 
history , TNI never been in one institution with POLRI that join the ABRI. In the 
development of TNI are separated by the Police through Tap No. VI / MPR / 2000 
on TNI and POLRI. Then it is manifested by Act No. 34 of 2004 on TNI where TNI 
is the position , in the deployment and use of military force , TNI positioned under 
the President . While in terms of defense policy and strategy as well as 
administrative support , TNI under the coordination of the Ministry of Defence. 
Impact of the Law No. 34 Year 2004 on TNI is, the separation occurred between 
TNI and POLRI that have been incorporated in ABRI. While the position of TNI 
and POLRI are the same, but the soldiers in the field implentasinya TNI was 
higher position than POLRI so frequent conflicts between the soldier level 
especially soldiers TNI with POLRI. TNI and POLRI is an important institution 
in the State of Indonesia, so the alignment of the institutions necessary to find a 
solution to visit! Conflict in hopes of becoming an institution that has a high 
professional work. 
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I. Pendahuluan 
 Sebagaimana diketahui luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 
5.193.250 Km2. Terdiri dari daratan seluas 2.027.087 Km2 dan perairan seluas 
3.166.163 Km2. Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan 
negara-negara di Asia Tenggara merupakan yang terluas (Kaelan : 128). 
 Dengan luasnya wilayah Negara Indonesia maka diperlukan lembaga 
pertahanan yang dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). 
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Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya untuk mewujudkan 
cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. 
 Berdasarkan dari hal tersebut maka dibentuklah badan atau tenaga militer 
dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945 dan 
baru pada 3 Juni 1947 diganti namanya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) 
setelah sebelumnya mengalami dua kali pergantian nama dari BKR pada tanggal 5 
oktober 1945 menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada 1 Januari 1946 
(Bakrie : 79). 
 Disini terlihat bahwa negara membutuhkan suatu perisai atau benteng 
yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara berupa lembaga pertahanan 
negara seperti TNI dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, 
profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas didalam konstitusi. TNI yang 
profesional dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai 
langkah awal sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat kekuatan (Lubis : 
54). Namun dalam sejarah TNI pernah disatukan dengan POLRI yang selanjutnya 
terbentuk dalam wadah yang bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia). 
 Pada masa pemerintahan RI tahun 1960/1965 telah terjadi banyak 
perubahan kebijakan dibidang pertahanan yang disebabkan adanya kepentingan 
politik untuk menguasai angkatan perang, pada tahun 1962 angkatan perang dan 
POLRI disatukan dalam satu wadah ABRI. Presiden Soekarno menghendaki agar 
presiden merupakan panglima tertinggi ABRI dan POLRI serta mempunyai 
seorang kepala staf ABRI (KASAB) dan pada Kabinet Karya pada tahun 1963-
1965 para kepala staf angkatan dan kepolisian diangkat sebagai Menteri Panglima 
Angkatan dan Menteri Kepolisian RI sekaligus menetapkan kepolisian negara 
termasuk kompartemen pertahanan keamanan (Bakrie : 81). 
 Disini terlihat presiden sebagai kepala negara menginginkan kekuasaan 
tertinggi terhadap TNI dan POLRI yang seharusnya tidak terjadi, melakukan 
upaya-upaya meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, 
sehingga fungsi militer tidak lagi sebagai alat pertahanan negara namun telah 
beralih menjadi kepentingan-kepentingan oknum tertentu.  
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 Pada priode tahun 1984/1999 kebijakan dibidang pertahanan keamanan 
tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dalam penataan organisasi pertahanan 
keamanan, Menhankam atau Pangab telah melakukan reorganisasi ABRI disemua 
tingkat organisasi dan menghapuskan kowilhan dan kostranas (Bakrie : 85). 
 Dalam perkembangannya TNI dipisah dengan POLRI melalui Tap MPR 
RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan TNI dan POLRI dan TAP MPRI 
Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI. Disini terdapat 
inkonsistensi materi yang terkandung dalam kedua Tap tersebut dan Undang-
Undang Dasar 1945 sampai perubahan keempat.  
 Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi tentara adalah 
kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian 
tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang 
diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI adalah menegakan 
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia 
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia dari ancaman dan gangguan 
terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas 
kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama TNI dalam negara adalah 
melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahana 
negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah TNI. 
 Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dijelaskan 
bahwa : 
(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai; 
a. Penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman 
bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan bangsa; 
b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a; dan 
c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat 
kekacauan keamanan. 
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(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI 
merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. 
 
 Berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tugas pokok dari TNI adalah penangkal setiap bentuk ancaman militer dan 
ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan dan keutuhan 
wilayah dan keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang prajurit 
ABRI ada keuntungan dan kelemahan bagi TNI menjaga tugas dan fungsi 
pertahanan negara. Oleh sebab itu disini akan dilihat bagaimana kedudukan TNI 
setelah berlakunya Undang-Undang Tahun 2004 tersebut. 
 
II. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagaai berikut : 
1. Bagaimana kedudukan TNI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2004 Tentang TNI  
2. Apa dampaknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terhadap TNI 
 
III. Pembahasan  
A. Analisis yuridis tentang kedudukan TNI menurut Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2004  
 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI 
kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang berisi : 
(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan 
dibawah presiden.  
(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan dukungan administrasi TNI 
dibawah koordinasi Departemen Keamanan.  
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Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) di atas menunjukkan kedudukan 
TNI dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan 
negara. Tentunya TNI ketika melaksanakan pengarahan dan penggunaan kekuatan 
militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta 
dibawah kekuasaan presiden.  
Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehingga 
presiden bisa disebut dengan istilah Panglima Tertinggi (Asshiddiqie : 132) 
Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) menunjukkan yang 
dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala 
sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek 
pengelolahan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, 
pengelolahan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri 
pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, 
sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, 
penyiapan kekuatan, doktrinmiliter berada pad panglima TNI dibantu p0ara 
kepala staf angkatan. 
Dengan demikian maka untuk memainkan kedudukannya militer 
Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Dengan kata lain, TNI hanya bisa tunduk untuk melaksanakan kedudukannya 
yang telah diputuskan oleh pemerintah. Artinya, untuk menjalankan 
kedudukannya itu TNI tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima tertinggi 
TNI semata. Tapi mesti atas dasar kebijakan politik nasional yang ditetapkan 
bersama-sama antar presiden dan DPR. 
 Selanjutnya ditegaskan mengenai komponen-komponen yang tergabung 
dalam TNI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang 
berisi : 
(1) TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara 
Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah 
pimpinan panglima. 
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(2) Tiap-tiap angkatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
kedudukan yang sama dan sederajat. 
 Berdasarkan pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa TNI dan POLRI 
terpisah. Kebijakan ini lah yang mengakhiri status POLRI dibawah garis komando 
ABRI dan diharapkan POLRI tidak lagi tampil dalam bentuk dan watak yang 
militeristik. Perlu untuk dipahami pemisahan POLRI dan TNI mewujudkan 
kemandirian POLRI bukanlah tujuan dari reformasi kepolisian, melainkan 
merupakan awal dari terwujudnya reformasi kepolisian. 
 Fungsi dari TNI banyak mengalami perubahan dijelaskan untuk 
menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 
2004 disebutkan :  
(1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi : 
a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan angkatan bersenjata 
dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan 
keselamatan bangsa. 
b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 
c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang teganggu akibat 
kekacauan keamanan. 
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), TNI 
merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. 
 
Dalam hal yang dimaksud dengan penangkal disini adalah kekuatan nyata 
TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan yang 
akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan negara dan keselamatan bangsa. 
Hal ini juga menegaskan bahwa TNI diciptakan dalam negara Indonesia 
sebagai alat pertahanan negara semata. Behwa TNI diperlukan kehadirannya 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya sebatas alat pertahanan negara. 
TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan 
keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah presiden dan 
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perintah POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam 
tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.  
 
B. Dampak dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 terhadap 
kedudukan TNI  
 Dengan adanya perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 
kedudukan TNI dan POLRI tercantum dalam Pasal 30 Ayat (3) dan ayat (4) 
dengan rumusan sebagai berikut : 
(1) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat 
negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan 
kedaulatan negara. 
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat serta meneggakan hukum. 
 
 Ketentuan ini menegaskan adanya pemisahan antara TNI dan POLRI 
dalam menjalankan tugas. Untuk bidang pertahanan negara dilakukan oleh TNI 
dan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh POLRI. Dalam 
pertahanan terdapat tiga aspek didalamnya yakni maslaha keutuhan negara, 
kedaulatan negara, dan keselamatan negara, diluar ketiga aspek tersebut masuk 
kedaulatan kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai lembaga 
penegak hukum (Ni’matul Huda : 231) 
 Pemisahan TNI dan POLRI memiliki tujuan agar dapt meningkatkan 
profesionalitas fungsi dan organisatoris dari kedua instusi tersebut, termasuk 
sumber daya manusianya sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna dalam 
melaksanakan tugas pokok masing-masing. Kondisi lepas dari Departemen 
Pertahanan dan TNI, menjadi sebuah lembaga yang otonom dan bertanggung 
jawab langsung kepada presiden (Ma,arif, dkk : 21). 
 Namun konflik sering terjadi antara prajurut TNI dan prajurit POLRI 
pasca pemisahan POLRI dari ABRI/TNI pada tahun 1999. Pada masa sebelum 
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pemisahan ada juga konflik namun intensitasnya tidak sebanyak setelah terjadinya 
pemisahan.  
 Dengan mengacu pada beberapa kasus bentrokan yang terjadi anatara 
prajurit TNI dan POLRI dibeberapa wilayah dapat diperinci penyebab munculnya 
konflik diantaranya : masih muncul pandangan dikalangan prajurit TNI bahwa 
kedudukan TNI dianggap lebih tinggi dibandingkan prajurit POLRI, sedangkan 
sudah dijelaskan pada Pasal 6 Undang-undang No.34 Tahun 2004 bahwa presiden 
memegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian negara, sekiranya dimaksudkan 
untuk menambah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang dasar 1945 yang 
mengatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan demikian ditegaskan bahwa POLRI 
berkedudukan sederajat dengan ketiga angkatan tersebut (Podjodikoro : 148) 
 Pada dasarnya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemimpin TNI 
dan POLRI guna meredam terjadinya bentrokan yang melibatkan prajurit di 
instusi tersebut, namun upaya tersebut belum berhasil sebagaimana yang 
diharapkan, mengingat penyelesaiaannya sering tidak menyentuh akar 
permasalahannya. Upaya yang selama ini dilakukan sebatas melakukan 
perdamaian atau sekedar untuk saling memaafkan dengan kata lain hanya 
menyentuh permukannya saja, akibat bentrokan demi bentrokan terus terjadi.  
 Oleh karena itu untuk mendukung tegaknya profesionalisme antar prajurit 
dikedua instusi tersebut serta hilangnya akar permasalahannyayang memicu 
terjadinya bentrokan, perlu segera ditemukan solusi yang memadai dan sifatnya 
komprehensif, tidak saja pada tataran pimpinan tetapi yang lebih penting pada 
tataran prajurit ditingkat bawah karena umumnya bentrokan terjadi ditingkat 
bawah.  
            Menyadari bahwa setiap negara membutuhkan tentara sebagai alat 
pertahanan , maka diperlukan aturan perundang-undangan yang tegas. Secara 
menyeluruhTNI masih banyak kekurangan .Strategi pertahanan Indonesia 
hendaknya dapat mengintegrasikan karakteristik, strategi pertahanan yang 
ditujukan untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang padu. 
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            TNI dan Polri merupakan institusi yang penting dalam Negara Indonesia . 
untuk menciptakan keselarasan dari kedua institusi tersebut harus dicari solusi 
untuk meredam konflik yang terjadi dengan harapan dapat menjadi suatu institusi 
profesional yang baik. 
 
IV. Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, 
kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia mengalami perubahan yaitu  
dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI kedudukan di 
bawah Presiden. Dalam kebijakan dan strategi pertahahan, dukungan 
administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Keamanan. 
C. Dampak dari diberlakukannya Undang-undang Nomor,34 Tahun 2004 adalah 
terjadi pemisahan TNI dengan Polri, tujuannya adalah untuk meningkatkan 
profesional  TNI dan Polri.Tapi kenyataannya sering terjadi konflik antara 
TNI dan Polri terutama pada level prajurit. Hal ini disebabkan karena masih 
muncul pandangan dikalanagan prajuritTNI bahwa kedudukan TNI dianggap 
lebih tinggi dari prajurit Polri. 
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